BAB |11

PEMBAHASAN

A. Konsep Umum Tentang Murabahah
1. Pengertian Murabahah

Kata murabahahsecara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna:
saling) yang diambil dari bahasa Arab, ya#uribhu yang berarti
kelebihan dan tambahan (keuntung&n)Jadi murabahah diartikan

dengan saling menambah (menguntungkan).

Sedangkan secara terminologhurabahah berarti pembelian
barang dengan pembayaran ditangguhkan (1 bulama8,dl tahun, dst).
Pembiayaanmurabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada

nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan prodtukesntory).>®

Murabahahmerupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan
perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digkan oleh bank-bank
atau lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pemrayaalal kerja,

dan pembiayaan perdagangan para nasabahhyplementasi akad jual

28 Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawigh Ekonomi Keuangan Islarterj. Abu
Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haqg, 2004), him. 198.

% Karnaen Anwar Perwataatmadja dan Muhammad Syeitonio, Apa dan Bagaimana
Bank Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 199&h, h25.

30 MuhammadSistem dan Prosedur Operasional Bank Syar@ét. 1, (Yogyakarta: Ull
Press, 2000), him. 22.

31
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beli ini merupakan salah satu cara yang ditempuik lmlam rangka

menyalurkan dana kepada masyarakat.

Dalam istilah figih Islammurabahahberarti suatu bentuk jual beli
tertentu ketika penjual penyatakan biaya perolebarang, meliputi
harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluakammk memperoleh

barang tersebut, dan tingkat keuntungaargin) yang diinginkar?

Ibnu Qudamah dalam bukunya Mughni 4/280 menddfimis
murabahahadalah menjual dengan harga asal ditambah dengeginma

keuntungan yang telah disepakiti.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio mengutip lbnu Rdsy
mengatakan bahwaurabahahadalah jual beli barang pada harga asal
dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dakaih iai, penjual
harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan makan tingkat

keuntungan sebagai tambahanfiya.

Jadi singkatnya dalam teknis perbankamirabahahadalah akad
jual beli antara bank dan penerima pembiayaan dini@mk membeli
barang yang diperlukan oleh penerima pembiayaan kEmudian

menjualnya kepada penerima pembiayaan yang bens@amglsebesar

31 Abdul Ghofur AnshoriPerbankan Syariah di IndonesiéYogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2009), him. 105.

32 Ascarya,Akad dan Produk Bank Syariaflakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),
him. 81-82.

33 MuhammadSistem dan Prosedur Operasional Bank Syar@ét. 1, (Yogyakarta: Ull
Press, 2000), him. 22.

34 Muhammad Syafi'i AntonioBank Syariah Dari Teori ke PraktelkCet. 1, (Jakarta:
Gema Insani, 2001), him. 101.
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harga perolehan ditambah dengan margin keuntungag disepakati

antara bank dan penerima pembiay&an.

2. Landasan Hukum Murabahah

a. Al-Quran

Ayat-ayat Al-Quran yang dapat dijadikan rujukansda akad

transaksmurabahahadalah:

¢O>E>E0560 @e0E A P oI
WRD $QAOREA>DE0 oo B JOS RO W S
O AA Lo I RR-A->060 s RIOXI@h
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Artinya:
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dagzerdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demiku, adalah
disebabkan mereka Berkata (berpendapat), sesunggufual beli
itu sama dengan riba. Padahal Allah telah mengheadal jual beli
dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sarkppadanya
larangan dari Tuhan-Nya, lalu terus berhenti (darengambil riba),
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (kebedatang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allahrai®@ yang
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah giemi-penghuni
neraka; mereka kekal didalamnya”. (Al-Bagarah: ¥7)

35 Muhammad, Model-model akad pembiayaan di Bank Syariah (Pandd&knis
Pembuatan Akad /Perjanjian Pembiayaan Pada Banki&yga (Yogyakarta: Ull Press, 2009),
him. 150.

36 Muhammad Syafi'i AntonioQpcit, him. 102.
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Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saglimemakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecualigdenjalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka trarkamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnigh Adalah
Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa: 29)

b. Al-Hadits

Hadits-hadits Rasul yang dapat dijadikan rujukesadakad transaksi

murabahah

Dari Suhaib ar-Runi r.a. bahwa Rasulullah SAW Hailaa “Tiga hal
yang terdapat didalamnya terdapat keberkahan: lpedil secara
tangguh,mugaradhah(inama lain darmudharabal, dan mencampur
gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukark aijual”.

(HR. Ibnu Majah})®
3. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun Murabahah

3'Karnaen Anwar Perwataatmadja dan Muhammad SyaffitbAio, Apa dan Bagaimana
Bank Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1992, 27.

38 Muhammad Syafi'i AntonioBank Syariah Dari Teori ke PraktelkCet. 1, (Jakarta:
Gema Insani, 2001), him. 102.
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Rukun dari akadnurabahahyang harus dipenuhi dalam transaksi ada

beberapa, yaitt"

1) Pelaku akad, yaitba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki
barang untuk dijual, damusytari (pembeli) adalah pihak yang
memerlukan dan akan membeli barang.

2) Objek akad, yaitmabi’ (barang dagangan) désaman(harga)

3) Shighat yaitu ijab dan gabul.
b. Syarat Murabahah

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksirabahah adalah

sebagai berikuf®

1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.

2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukundisatgpkan.

3) Kontrak harus bebas riba.

4) Penjual harus menjelaskan pembeli bila terjaditcatas barang
sesudah pembelian.

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkdéagan

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan sectaiag.

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atguit@ak dipenuhi,

pembeli memiliki pilihan:

a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.

39 Ascarya,Akad dan Produk Bank Syariaflakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),
him. 82.
40 Muhammad Syafi'i AntonioQpcit, him. 102.
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b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksatuju
atas barang yang dijual.

c) Membatalkan kontrak.
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4, Ketentuan Murabahah Pada Peraturan Bank Indonesia

No.7/46/PB1/2005

Di dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBIl/2@@Sal 9 berisi

tentang™

1) Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaadaserkan

murabahatberlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan josmjgunal
beli barang.

b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasad@dda
bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dabaia

c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh hargedgi@n
barang yang telah disepakati kualifikasinya.

d. Dalam hal bank mewakilkan kepada nasababk@lah) untuk
membeli barang, maka akadurabahahharus dilakukan setelah
barang secara prinsip menjadi milik bank.

e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang ataka
urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanag bara
oleh nasabah.

f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan
tambahan selain barang yang dibiayai bank.

g. Kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pads akad dan

tidak berubah selama periode akad.

“! peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasal 9.
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h. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus ukdak

secara proporsional.

2) Dalam hal bank meminta nasabah untuk membayar k@ atau
urbun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e makakber

ketentuan sebagherikut:

a. Dalam hal uang muka, jika nasabah menolak untuk meém
barang setelah membayar uang muka, maka biay@ark harus
dibayar dari uang muka tersebut dan bank harus emeinglikan
kelebihan uang muka kepada nasabah. Namun jika ualag
muka kurang dari nilai kerugian yang harus ditamggwleh
bank, maka bank dapat meminta lagi pembayaran sisa
kerugiannya kepada nasababh.

b. Dalam halurbun jika nasabah batal membeli barang, maka
urbun yang telah dibayarkan nasabah menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh laditbat
pembatalan tersebut, dan jikebun tidak mencukupi, nasabah
wajib melunasi kekurangannya kerugian yang ditanggaleh
bank akibat pembatalan tersebut, dan jikabun tidak

mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Sedangkan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2@3%l 10 berisi

tentang*?

“2 peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasal 10
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1) Dalam pembiayaamurabahatbank dapat memberikan potongan dari
total kewajiban pembayaran hanya kepada nasabaly yelah
melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengaat teaktu atau
nasabah yang mengalami penurunan kemampuan perabayar

2) Besar potongamurabahahkepada nasabah tidak boleh diperjanjikan
dalam akad dan diserahkan kepada kebijakan bank.

5. Jenis Pembiayaan Murabahah*
a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peniagka

produksi, dalam arti yang luas maupun menyediaksa. |
b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan baraagepa
permodalan dapital good¥ serta fasilitas-fasilitas lain yang erat

hubungannya dengan hal tersebut.
c. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi keftan
konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun daagk§ waktu

yang relatif panjang.

43 Muhammad RidwanManajemen Baitul Maal wa Tamwi(Yogyakarta: Ull Press,
2004), him. 166.
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B. Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja

di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang

Dalam penyaluran pembiayaan, PT. BPRS Asad Alif KBYK Cipto
Semarang telah mengoptimalkan pembiayaannya meakggnn akad
murabahabsebagai salah satu cara yang ditempuh dalam ranghkgalurkan
dana kepada masyarakaMurabahah bisa diimplementasikan untuk
memenuhi kebutuhan barang modal kerja maupun baangumsi yang

dibutuhkan oleh nasabah.

Adapun kriteria dalam produk pembiayaaurabahahdi PT. BPRS

Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang, sebagai beriklt:

1. Plafon pembiayaan
Rp 1.000.000,00 — Rp 200.000.000,00
2. Skema pembiayaannya adalah jual beliabahah
3. Akad pelengkap menggunakan akeakalah
4. Jangka waktu pembiayaan: 10 bulan — 36 bulan

5. Biaya administrasi

44 Wawancara dengan lbu Ana Wafiyah sebagai atuan Pengawas InterriT.
BPRS Asad Alif (Tanggal 16 Maret 2013).
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Biaya Administrasi
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Jumlah Biaya Survey | Materai Jumlah
Pembiayaan | dan Form

0s.d 1 Juta Rp 10.000,- Rp 21.000,+ Rp 31.000,-
>1 Jutas.d5 | Rp 25.000,- Rp 28.000,- Rp 53.000,-
Juta

>5 Juta s.d 10| Rp 30.000,- Rp 28.000,- Rp 58.000,-
Juta

>10 Jutas.d | Rp 40.000,- Rp 28.000,- Rp 68.000,-
25 Juta

>25 Juta s.d | Rp 50.000,- s.d | Rp 28.000,- Rp 78.000,- s.0
50 Juta Rp 60.000,- Rp 88.000,-
>50 Juta s.d | Rp 100.000,- s.d Rp 28.000,- Rp 128.000,- s
100 Juta Rp 200.000,- Rp 228.000,-
>100 Juta s.d | Rp 200.000,- s.d Rp 28.000,- Rp 228.000,- s
200 Juta Rp 400.000,- Rp 428.000,-

6. Tujuan penggunaan pembiayaan yaitu:

a.

b.

C.

Modal Kerja
Investasi

Konsumsi

7. Target market:

a.

8. Jaminan berupa

Pedagang Kecil

Home Industri

Usaha Jasa

Pengrajin Kecll
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a. Tanah
b. Rumah

c. Kendaraan (motor atau mobil)
9. Jenis pembayaran

a. Angsuran tetap dengan cicilan bulanan
b. Pembayaran angsuran melafuito Debef{pendebetan langsung) dari

tabungan nasabah

10.Di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang tidakemberikan
denda keterlambatanta(zir) dalam pembayaran angsuran dan tidak

memberikan premi ansuransi kepada nasabah.

11.Untuk pembayaran angsuran yang dipercepat/diluledsh awal dari
jangka waktu yang telah ditentukan, maka nasabah dlberi potongan/
muqgosah hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia
No0.7/46/PBI/2005 pasal 10 mengenai potongan dalagunpsan

murabahah yaitu sebagai berikd?:

a. Dalam pembiayaamurabahahbank dapat memberikan potongan dari
total kewajiban pembayaran hanya kepada nasabaly yelah
melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengaat teaktu atau
nasabah yang mengalami penurunan kemampuan perabayar

b. Besar potongamurabahahkepada nasabah tidak boleh diperjanjikan

dalam akad dan diserahkan kepada kebijakan bank.

4% peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasal 10
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12.Persyaratan Permohonan Pembiafan
Syarat-syarat umum:

a. Pas Photo 3 x4 =1 (satu) lembar

b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
c. Foto copy KTP Suami atau Istri

d. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan atau Surat Nikah
e. Foto copy buku tabungan dan atau mutasi tabungan

f. Foto copy agunan atau jaminan
1) Untuk agunan tanah atau rumah

a) Foto copy SHM, Letter C/D
b) Foto copy SPPT terakhir dan lunas PBB

2) Untuk agunan kendaraan bermotor dan atau mobil

a) Foto copy BPKB dan STNK

b) Faktur pembelian dadealeratau kuitansi pembelian
Syarat-syarat Tambahan untuk yang Berbadan Hukum:

a. Foto copy SIUP, TDP, NPWP dan AD/ART

b. Surat persetujuan dan Komisaris atau Pemilik
Syarat-syarat Kelengkapan Dokumen:
a. Kelengkapan Dokumen Umum:

1) Surat permohonan pembiayaan

“® Eorm Permohonan Pembiayaan di PT. BPRS Asad AKOr. Cipto Semarang.
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2) Surat persetujuan suami atau istri

3) Surat pernyataan kepemilikan agunan
4) Surat penjamin dari suami atau istri
5) Surat kuasa menjual

6) Bukti kuitansi pembelian barang untuk akadrabahah
b. Dokumen tambahan untuk karyawan:

1) Surat penjamin dari komisaris dan atau direktur
2) Surat penjamin dari pimpinan dan atau Ka. Unit/Blivi
3) Surat kuasa pemotongan gaji dari Kasir atau BagaKgan

4) Bukti kuitansi atau slip gaji bulan terakhir daerpsahaan

Adapun mekanisme akadurabahahpada produk pembiayaan modal kerja

di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang adaabagai berikut’
1. Pengajuan Permohonan dan Negosiasi

Dalam proses akathurabahahpada produk pembiayaan modal
kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarargngkah awal
yang ditempuh adalah proses pengajuan permohonatamD proses
pengajuan permohonan, seorang nasabah bertindagasetalon debitur
dan bank bertindak sebagai calon kreditur. Nasalsbat melakukan
pengajuan apabila memenuhi beberapa persyaratantgkam ditentukan
oleh pihak bank PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto ns&ang,

diantaranya:

47 Wawancara dengan Bapak Arif Eko W sebafjetount Officerdi PT. BPRS Asad
Alif KPK Dr. Cipto Semarang, (Tanggal 16 Maret 2p13
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a. Melengkapi persyaratan dalam pengajuan permohosabigyaan.

b. Memiliki usaha (karena pembiayaaimurabahah ini adalah
pembiayaan untuk usaha produktif) dengan ketentisahanya sudah
berjalan.

c. Memiliki agunan yang bisa menjadi jaminan. Adapuitekia dari

agunan yang dapat dijaminkan telah dijelaskanadi. at

Setelah nasabah telah memenuhi persyaratan admasnistan
dokumentasi, bank kemudian menerima permohonanapeay tersebut
dan melakukan negosiasi dengan nasabah terkaiadgogmlah nominal

pembiayaan.

Dalam proses pemberian pembiayaan, pihak bank lberha
mengabulkan permohonan nasabah secara keseluruhgrumsebagian.
Secara keseluruhan maksudnya besar jumlah nomé@mbipyaan yang
diajukan oleh nasabah dikabulkan seluruhnya kandaataksasi agunan
yang disertakan melebihi dari jumlah nominal perydéan yang diajukan.
Sedangkan pemberian pembiayaan secara sebagiah agabila nilai
taksasi agunan yang diajukan oleh nasabah lebiarerdari jumlah
nominal pembiayaan yang diajukan, maka pihak baakya bisa
memberikan di bawah nilai taksasi agunan atau seskiai dengan jumlah
nominal pembiayaan yang diajukan. Bisa juga dikakan pihak nasabah
menyertakan uang muka dalam pembelian suatu bajadgpihak bank

hanya membiayai sebagian dari harga barang tersebut
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Dalam tahap negosiasi ini, sebelum bank memutug&emohonan
pembiayaan dari nasabah, pihak bank melakukansanedrlebih dahulu
terkait nasabah yang mengajukan pembiayaan. Adapbhap yang

dilakukan dalam proses analisis adalah sebagaiutéfi
a. Analisa karakter@haracte)

Yaitu tabiat dan kemampuan si pemohon pembiayadnkun
memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah dijanjikkangkah yang
dilakukan dalam menganalisa karakter si pemohorbgman adalah

sebagai berikut:

1) BI Checking
Yaitu pengecekan melalui Bl mengenai kondisi peydaa
yang sedang diterima melalui bank lain.
2) Bank Checking
Yaitu pengecekan ke bank lain dimana si pemohon
mempunyai rekening maupun pembiayaan.

3) Trade Checking

Yaitu pengecekan kepada rekan bisnis si pemohon

pembiayaan mengenai hubungannya dengan rekanatant@ru

terhadap ketepatan pemenuhan kewajiban.

4) Personal Checking

48 MuhammadMateri Pelatihan Perbankan Syaria@012, him. 9-11.
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Yaitu pengecekan informasi kepada saudara, kawam at
rekanan bisnis si pemohon pembiayaan mengenai teangk

termasuk moralitasnya.

Dalam prakteknya, langkah yang telah dilaksanakeh &T. BPRS
Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang dalam menganaksaakter si
pemohon pembiayaan adalalvank checking, trade checkingan

personal checking
. Analisa Kondisi Condition

Situasi ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi
perekonomian pada saat tertentu dan mempengargtit&e usaha (

produksi, pemasaran dan keuangan ) nasabah/ cataivath.
. Analisa KemampuarQapability)

Kesanggupan si pemohon pembiayaan untuk mengerabalik

pembiayaan dan kewajiban lainnya.
. Analisa permodalarCapital)

Kondisi permodalan usaha si pemohon pembiayaary g&an
menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan besarbipyaan

yang dapat diberikan.
. Analisa jaminanCollateral)

Yaitu menganalisa jaminan berugash, fixed assettau bentuk

lainnya yang dapat diberikan oleh si pemohon peyalia untuk



48

menjamin pembiayaan yang diberikan oleh bank. Lahgkang dapat

dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Melakukan penelitian aspek legal jaminan
Untuk mengetahui status hukum sebuah jaminan
2) Foto lokasi usaha, agunan, dan rumah tempat tinggal
3) Danah lokasi usaha atau pekerjaan, agunan, darmruma
4) Bukti keaslian No. Mesin dan No. Rangka jika agunyanberupa

kendaraan.
2. Proses Akatf

Setelah proses pengajuan dan negosiasi selesapidak bank
mengabulkan permohonan pengajuan pembiayaan yaajgkai oleh

nasabah, maka selanjutnya adalah proses akad &ethra belah pihak.

Akad yang digunakan dalam proses pembiayaan medal &i PT.
BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang adalah dengakad
murabahahdimana nasabah sebagai pembeli dan selanjutnyasieaagai
penjualnya. Dalam akad tersebut juga menggunakad t@nbahan, yaitu
akad wakalah (perwakilan) dimana bank nantinya mewakilkan kepada
nasabah atas pembelian barang nasabah itu seeliingga bank hanya
berposisi sebagai pemberi pinjaman uang untuk pksmbsuatu barang
untuk modal kerja. Dalam akad keduanya menggunsieardar perjanjian

yang telah disediakan oleh bank, jadi seluruh akp&ntuan dan legalitas

49 Wawancara dengan lbu Ana Wafiyah sebagai (SAtuan Pengawas Intermli PT.
BPRS Asad Alif, (Tanggal 16 Maret 2013).
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perjanjian sudah diatur didalamnya sehingga pitedabah hanya cukup
mengisi data yang Dberkaitan dengan nasabah  kemudian

menandatanganinya.

Untuk mekanisme pelaksanaan akad antara keduargmaaldi
dengan akadnurabahah,setelah form aplikasi diisi dan ditandatangani
oleh pihak nasabah, kemudian dilakukan akad tammbafzatu akad
wakalah (perwakilan). Akadwakalah ini adalah pelimpahan oleh bank
untuk mewakilkan pembelian barang kepada nasabadi yang
melakukan transaksi jual beli barang modal kerjalad nasabah dengan
pihak pemasok atau penjual. Sedangkan peran bdak tagi sebagai
penjual maupun pembeli dari pemasok kepada nasatelainkan hanya
sebagai pemberi pinjaman kepada nasabah yang rkelakpengajuan

untuk membeli kebutuhan modal kerja.

Dalam transaksi ini, PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. @ip
Semarang memberlakukan adanya sistem harga beliatga jual. Harga
beli adalah sejumlah uang yang dikeluarkan bankkuntembeli barang
dari pemasok yang diminta oleh nasabah dan disetlgh bank.
Sedangkan harga jual adalah harga beli ditambadjatiesejumlah margin
keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabahdrsetapkan dalam

akad ini.

Besar kecilnya harga beli (pokok pinjaman) tidaknat-mata
ditentukan pada jumlah uang yang dikeluarkan unteknbeli barang riil

yang dibutuhkan oleh nasabah, melainkan jumlah mbn yang sudah
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disetujui oleh pihak bank. Jumlah pembiayaan tenselidasarkan atas
jaminan yang disertakan oleh nasabah untuk menantbksar kecilnya
kelayakan pemberian pembiayaan. Harga jual didapatlari harga beli
ditambah dengan margin keuntungan yang nantinyastdibayarkan oleh
nasabah kepada bank. Sedangkan yang menjadi bpuangan adalah

barang yang telah dimiliki oleh nasabah (bangutargh, kendaraan).

Penentuan margin keuntungan yang harus dibayar rdshbah
kepada pihak bank, semuanya sudah dipatok atauntwktn
prosentasenya oleh bank. Dalam prosentase margun dianginkan oleh
bank, pihak bank menawarkan kepada nasabah mengaargin dan

jangka waktu yang disepakati.

Penentuan prosentase tersebut di buat oleh PT. BR2R& Alif
Sukorejo sebagai pedoman di PT. BPRS Asad Alif KBK Cipto

Semarang dengan menggunakan rumus sebagai b8rikut:

a) Harga Jual Bank = Harga Beli + (Harga Beli x % xRty — Gharar
b) Harga Jual Bank = Harga Beli Bank + (Waktu x Cosc®ery) +
Keuntungan
Cost Recovery = (Pembiayaan Murabahah / EstimasiPembiayaan)
x Estimasi Biaya Operasional 1 Tahun
Mark Up/Profit Margin = Persentase x Pembiayaan

Cost Recovery + Keuntungan
Margin dalam % = x 100%
Harga Barang di Toko

50 MuhammadMateri Pelatihan Perbankan Syariahim. 51.
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Contoh penentuan prosentase margin beserta janghkaunya

dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Contoh Prosentase Margin

PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang

Jangka Waktu 5% 6% 7% 8% 9%
10 Bulan 1,69% 1,79% 1,89% 1,99%  2,09%
12 Bulan 1,61% 1,69% 1,77% 1,86%  1,94%
18 Bulan 1,47% 1,53% 1,58% 1,64% 1,69%
24 Bulan 1,40% 1,44% 1,48% 1,53% 1,57%
30 Bulan 1,36% 1,39% 1,43% 1,46%  1,46%
36 Bulan 1,33% 1,36% 1,39% 1,42% 1,441%

Untuk mengetahui cara dari perhitungan prosentasg¢ad, dapat di lihat

pada lampiran.

Contoh kasus dalam pembiayaan modal kerja yangdiedj PT.

BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang, yaitu sebdogaikut:

Pak Abbas yang profesinya sebagai pedagang buromemngajukan
pembiayaan di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Seamgy guna
menambah modalnya sebesar 5.000.000,00 denganajamgktu satu
tahun. Margin yang disepakati antara pihak bank phn Abbas adalah
1,77 %. Berapakah angsuran yang harus dibayarkdnpalk Abbas tiap

bulannya?

Di ketahui:
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Jumlah pembiayaan : 5.000.000,00
Jangka waktu : 1 Tahun
Margin yang disepakati 177 %

Di tanya:

Berapakah angsuran yang harus dibayarkan oleh ph&sitiap bulannya?

Jawab:

Harga pokok Rp 5.000.000,00
Margin yang telah disepakati Rp 1.062.000,00 +
Harga Jual Rp 6.062.000,00

Hutang tersebut akan dibayar secara angsuran dmtlap dalam jangka
waktu dua tahun, dan Pak Abbas wajib melakukan pgarban kembali
kepada bank secara angsuran dengan tertib daorteexigan perincian

sebagai berikut:

Angsuran pokok Rp 416.667,00
Angsuran margin Rp 88.500,00 +
Jumlah angsuran Rp 505.167,00

Jadi angsuran yang harus dibayar oleh Pak Abbdasulpanya adalah

sebesar Rp 505.167,00.
. Pencairan Pembiayaan

Setelah terjadi kesepakatan antara nasabah dak lpain&k dengan

ditandatanganinya akadhurabahah dan akadwakalah maka pihak
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nasabah yang mengajukan pembiayaan bisa melakukacaipan dana
pinjaman dari PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Sewarag. Proses

pencairan dana pembiayaan bisa langsung diambilngleabah ke kantor.
. Proses Pembelian Barang

Dalam proses pembelian barang, sesuai yang tgkaskan pada
bagian akad di atas bahwa untuk pembelian bardaluéten oleh pihak
nasabah karena adanya akeakalah (bank mewakilkan nasabah untuk

pembelian barang).

Untuk proses pembelian barang dilakukan setelah a dan
pembiayaan yang diajukan oleh nasabah telah caasaldah cukup
mendatangi pihak pemasok ataupplier untuk membeli barang sesuai
yang dibutuhkannya. Dari peraturan form permohonqmmbiayaan,
tertulis bahwa kuitansi pembelian barang harusraidean kepada pihak
bank>* Akan tetapi pada prakteknya, setelah dana iturnaka tidak ada
tindak lanjut dari nasabah dalam pelaporan sur&ti lpembelian atas
suatu barang. Nasabah hanya mempunyai kewajibank unembayar
angsuran dari pinjaman tersebut. Sehingga nasabledding bebas untuk
menggunakan dana pinjaman tersebut bahkan tidakaisedengan
ketentuan dalam perjanjian. Hal ini dikarenakan abak tidak
memberikan kuitansi pembelian barang yang telaklidiblasabah bisa

menggunakan dana pinjaman tersebut tidak untukrkege pembelian

°! Form Permohonan Pembiayaan di PT. BPRS Asad AKOr. Cipto Semarang.
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barang modal kerja, akan tetapi juga terkadangndikan untuk keperluan

konsumtif maupun keperluan yang lainnya.
. Pembayaran Angsuran

Setelah nasabah menerima dana pembiayaan dari Ipémkdan
telah melakukan pembelian atas suatu barang unégerkian modal
kerja, maka nasabah mempunyai kewajiban untuk mgenbangsuran
berupa angsuran pokok dan angsuran margin kepadBAFRS Asad Alif
KPK Dr. Cipto Semarang selama jangka waktu yanghtelitentukan di
awal akad. Nasabah wajib melakukan dan menyangpepibayaran

angsuran setiap bulannya sampai dengan dilunasusehngsurannya.

Dalam hal pembayaran angsuran, pihak bank mem gdnikerh
sistem pelunasan dipercepat. Apabila terjadi katdvhtan dalam
membayar angsuran, pihak bank tidak memberikanadéatir) kepada

nasabah.

Dari penjelasan mekanisme pembiayaan modal kerjaBPRS
Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang di atas, dapatatiidparkan sebagai

berikut:
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Gambar 1.1

Alur Mekanisme Pembiayaan Murabaffah

1. Negosiasi dan Persyaratan

!

Nasabah

2. Akad Jual Beli

v

Bank |

<
<«

6. Bayar

5. Terima Barang
4. Kirim

' 3.BeliBarang _ | Supplier Dan Dokumen

»

Keterangan:

1. Negosiasi dan Persyaratan
2. Akad Jual Beli

3. Beli Barang

4. Kirim

5. Terima Barang dan Dokumen

6. Bayar

Alur mekanisme pembiayaanurabahahdiawali dengan negosiasi
antara pihak bank dengan nasabah serta penyerabesyamtan
pembiayaan. Dalam akad jual beli yang dilaksanakatara pihak bank
dengan nasabah, pihak bank bersedia membelikamgarang telah
dipesan oleh nasabah. Pihak bank harus bersedibefikam barang yang
telah dipesan oleh nasabah kepada pihak pemasak satppier

Selanjutnya pihak pemasok ataupplier tersebut mengirimkan barang

52 Wirdyaningsih,Bank dan Asuransi Islam di Indonesi@et. 1, (Jakarta: Kencana,
2005), him. 132.
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pesanan kepada nasabah. Setelah barang dan dolditegema oleh
nasabah, selanjutnya pihak nasabah berkewajibanbayam barang

tersebut kepada pihak bank dengan cara angsuran.

Dengan alur pembiayaamurabahahseperti ini, tentunya pihak
bank akan kerepotan dalam proses pembelian bafapgdengan adanya
Peraturan Bank Indonesia No.7/46/2005 mengenaigheran dana yang
menggunakan akaeshurabahah pihak bank diperbolehkan menggunakan
akad wakalah (perwakilan) kepada nasabah dalam proses pembelian

barang.

Alur pembiayaanmurabahahyang menggunakan akasakalah
(perwakilan) kepada nasabah dalam pembelian batapat digambarkan

sebagai berikut:
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Gambar 1.2
Alur Mekanisme Pembiayaan Murabahah Dengan Akado&tian
Wakalah Pada Produk Modal Kerja di PT. BPRS Asatik&tK Dr. Cipto

Semarang

1. Pengajuan + Negosiasi
l 2. Akad l

— i
Bank 4. Jual Beli .
a 5. Angsuran Nasabah > Suppller

A

<

' 3. Penyerahan Modal T

Keterangan:

1. Pengajuan dan Negosiasi

2. Akad (murabahahdanwakalalh)

3. Penyerahan Modal

4. Transaksi Jual Beli (nasababupplier

5. Pembayaran Angsuran

Dari alur gambar mekanisme pembiayaanrabahahtersebut,
dapat dilihat adanya perubahan arus jual beli karadanya akad
tambahan Wakalal) oleh pihak PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto

Semarang kepada pihak nasababh.

Dalam pelaksanaannya, pihak bank memberikan moephda
pihak nasabah untuk membeli barang ke pemasok ataplier.

Sedangkan dari pihak nasabah setelah melakukasaksinjual beli
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dengansupplier, pihak nasabah tidak memberikan kuitansi pembelian

kepada pihak bank sebagai barang bukti pembelian.

Seharusnya, setelah pihak bank memberikan modakdeep
nasabah untuk membeli barang ke pemasok sigplie; pihak bank
harus memberitahukan kepada nasabah agar kuitasibgliannya
diserahkan kepada pihak bank sebagai bukti penmbletieang. Karena hal
ini sudah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia M6/PBI/2005 pasal 9
ayat (1) huruf d mengenai bank mewakilkan kepadsalveh \(akalah
untuk membeli barang, maka akaturabahahharus dilakukan setelah

barang secara prinsip menjadi milik bank.

C. Analiss Kesesuaian Implementas Akad Murabahah Pada Produk
Pembiayaan Modal Kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto

Semar ang Dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PB1/2005

Analisis kesesuaian implementasi akadrabahahpada produk pembiayaan
modal kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Sarang dengan

Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI1/2005 pasa¢@omrti:
1. Tinjauan Terhadap Penyediaan Dana Pembiayaan

Untuk mengembangkan suatu usaha, pastinya tidaks lefari
keterbatasan modal yang digunakan untuk melenghkagtiutuhan-
kebutuhan usaha tersebut. Hal ini terjadi karenaydda pengusaha
terutama pengusaha kecil yang tidak mempunyai $edéan modal yang

cukup dalam meningkatkan produktivitasnya. Untukdiperlukan suatu
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lembaga keuangan yang bisa memberikan pembiaydam daengatasi
keterbatasan modal yang di alami para pengusah#& unéningkatkan
usahanyaPembiayaan adalah sejumlah dana yang disediakdnylaag akan

digunakan untuk membeli barang yang dipesan olebrpaa pembiayaa??.

Dalam menyediakan dana pembiayaan, PT. BPRS Asa&RK
Dr. Cipto Semarang memberikan sejumlah dana kepadabah yang
telah mengajukan pembiayaan untuk membeli baramsgasedengan
perjanjian jual beli yang telah disepakati. Pema#ay tersebut
dimaksudkan untuk membantu para nasabah yang mehkaut dana
dalam mengembangkan usahanya. Hal ini sesuai ddPgyaturan Bank
Indonesia No0.7/46/PBI/2005 pasal 9 ayat (1) huruteatang Bank

menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjgumibbeli barang?
2. Tinjauan Terhadap Pemberian Jangka Waktu Pembayaran

Jangka waktu pembayaran adalah dimana penerimaiggmah
berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk megdy kembali jumlah
seluruh pembiayaannya kepada bank. Jangka waktternitung sejak
tanggal perjanjian tersebut di tandatangani atadapsaat pencairan

pembiayaan®

Dalam pelaksanaannya, pemberian jangka waktu peardoaydi

PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang sudahaldikan

53 Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panddaknis
Pembuatan Akad /Perjanjian Pembiayaan Pada Banki&yjg (Yogyakarta: Ull Press, 2009),
him. 150.

>4 peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasaia® (1) huruf a.

55 MuhammadQpcit, him. 153-154.
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berdasarkan kesepakatan dari pihak bank dan nas&bhak bank
memberikan kesempatan kepada nasabah dalam meamenjakgka
waktu pembayaran yang diinginkan. Jadi tidak adeuupaksaan dalam
penentuan jangka waktu pembayaran tersebut. Hakesuai dengan
Peraturan Bank Indonesia No0.7/46/PBI/2005 pasay& &l) huruf b
tentang jangka waktu pembayaran harga barang aksdbah kepada bank

ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan na¥abah
. Tinjauan Terhadap Pemberian Pembiayaan

Dalam proses pemberian pembiayaan, pihak bank lberha
mengabulkan permohonan nasabah secara keseluruhgrumsebagian.
Secara keseluruhan maksudnya besar jumlah nomé@mbipyaan yang
diajukan oleh nasabah dikabulkan seluruhnya kandaataksasi agunan
yang disertakan melebihi dari jumlah nominal peryd#n yang diajukan.
Sedangkan pemberian pembiayaan secara sebagiah agabila nilai
taksasi agunan yang diajukan oleh nasabah lebilarerdari jumlah
nominal pembiayaan yang diajukan, maka pihak baakya bisa
memberikan di bawah nilai taksasi agunan atau tse#akiai dengan jumlah
nominal pembiayaan yang diajukan. Bisa juga dikakan pihak nasabah
menyertakan uang muka dalam pembelian suatu bajadgpihak bank

hanya membiayai sebagian dari harga barang tersebut

Dalam pelaksanaannya, pemberian pembiayaan untdilrkerja

di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang dilkan secara

%8 peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasai® (1) huruf b.
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keseluruhan. Karena kebanyakan nasabah yang m&aggpembiayaan
untuk modal kerja nilai taksasi agunannya sudahebilel dari jumlah
nominal pembiayaan yang diajukan. Dalam pember&anigayaan untuk
modal kerja, bank membiayai pembelian barang buttitandasi dari
berapa harga barang yang dibutuhkan oleh nasapalditandasi oleh
pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan pihakk kidak
mengetahui kualifikasi barang yang telah dibeliholeasabah. Jadi,
pelaksanaan dalam pemberian pembiayaan untuk e di PT.
BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang belum seslaigan Peraturan
Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasal 9 ayat (Yuha tentang bank
dapat membiayai sebagian atau seluruh harga peanbblrang yang

telah disepakati kualifikasinys.
. Tinjauan Terhadap Tambahan Akad (Wakalah)

Dalam pelaksanaannya, akadrabahahpada produk pembiayaan
modal kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Sarang
menggunakan akad tambahamakalah Dengan adanya akad tambahan
wakalah menjadikan skim ini berbeda dengan skimarabahah Secara
akad, keseluruhan akad baikurabahahdan wakalah dilakukan dalam
satu kesatuan meskipun akad tersebut sudah dipfsatandatanganan
akad dilakukan bersamaanyrabahahdanwakalah) oleh pihak bank dan
nasabah, menyebabkan ketidakjelasan akad dalamnrmeeieapembelian

dan kepemilikan barang yang diperjual belikan.

>" peraturan Bank Indonesia No.7/46/PB1/2005 pasai® (1) huruf c.
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Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indanesi
No0.7/46/PBI/2005 tentang penyaluran dana menggunakakad
murabahahyang dijelaskan pada pasal 9 ayat (1) huruf dbdig&n
bahwa dalam hal bank mewakilkan kepada nasabatkalal) untuk
membeli barang, maka akawlurabahahharus dilakukan setelah barang

secara prinsip menjadi milik bank.

Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan akadabahahdilakukan
sebelum barang secara prinsip menjadi milik baekagisnya jika pihak
bank ingin mewakilkan pembelian barang kepada rsatbarang
tersebut harus dibelikan terlebih dahulu oleh nalsalsetelah nasabah
mendapatkan kuitansi pembelian barang, selanjutytansi tersebut
diserahkan kepada pihak bank sebagai bukti penmbatis barang yang

telah dibeli oleh nasabah.

Pada waktu akadiakalahselesai dan objek atau barang tersebut
secara prinsip telah menjadi hak milik bank mak&rgetnya bisa
dilakukan akad kedua antara bank dengan nasabahay@dmurabahah
Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian akad antark ¢han nasabah
harus lebih sistematis, tidak semata-mata hanyataelormalitas saja,
dan tidak menyalahi ketentuan dalam konsep mur&bddlam perbankan

syariah yang telah dijelaskan dalam Peraturan Bdn#onesia

%8 Secara prinsip barang milik bank dalarakalahpada akadnurabahahadalah adanya
aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barangdibuktikan dengan kuitansi pembelian.



63

No0.7/46/PBI/2005 pasal 9 tentang penyaluran danadalarkan

murabahalr®

Selain itu, bila dikaji lebih jauh dilihat dari gwd rukun serta
magashit as-syarialkad tersebut, masih ada beberapa aspek yang perlu
diperhatikan kesesuaiannya dengan konseprabahah secara figh
maupun teori dalam perbankan syariah. Sebagaim#maetahui, fungsi
bank dalam skimmurabahah adalah sebagai penjual barang untuk
kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang ggerlukan
nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepaddalasengan harga
jual yang didapatkan dari harga beli ditambah demgargin keuntungan.
Bank harus memberitahukan secara jujur harga pdietang berikut
biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua had yeerkaitan
dengan pembelian barang kepada nasabah. Namun idems#ebagai
penyedia barang dalam prakteknya pihak bank tidak whipusingkan
dengan langkah-langkah  pembelian barang. Karenanyank
menggunakan media akadakalah dengan memberikan kuasa kepada

nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginka

Langkah pemberian akadakalahinilah yang menjadikan bank
terkadang kurang bijak dan tidak hati-hati meneaapknediawakalah
dalam pembelian barang. Karena Peraturan Bank &si®n
No.7/46/PBI/2005 tentang murabahah yang dijelagiada pasal 9 ayat

(1) huruf d telah menetapkan bahwa jika bank hemdewakilkan kepada

%9 peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasal 9.
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nasabah, maka akad jual belurabahahharus dilakukan setelah barang

secara prinsip menjadi milik bafik.

Dengan adanya akad tambahan berakalah posisi bank bukan
lagi sebagai perantara pembeli dari pemasok danualaga kepada
nasabah, melainkan hanya sebagai pemberi pinjamagalnkepada
nasabah. Dengan kata lain bank hanya memperjuabelnodal saja,
bukan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Sedangkek bank
nantinya menuntut untuk mendapatkan keuntungan (@eugin) hasil
pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah. Makatungan yang
didapat pihak bank bukan lagi atas pemberian j&fmgai perantara
pembelian barang dari pemasok asapplierkepada nasabah, melainkan
keuntungan tersebut atas dasar jasa pemberiamginjenodal. Maka hal
tersebut tidak ada bedanya dengan konsep bungan@exh dalam Islam

dengan jelas dan tegas telah mengharamkan bunga.
Allah telah berfirman:

¢ WIURGOL IO 0P LA Farde o AN OOOH O 40O

B OO O W I BXUDH OB
a COXI AR O O & CHORD RO
AL7E+HRAD v w A #F a3 B-0>00xa €0

Q0 RESHAD =
Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memarakiba dengan
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allatpaya kamu
mendapat keberuntungan”. (Ali Imran: 138)

%0 peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasak® (1) huruf d.

%1 Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. Men sebagian besar ulama bahwa
riba nasi‘ah itu selamanya haram, walaupun tidalpla¢ ganda. Riba itu ada dua macam: nasi’ah
dan fadhl. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih ydisgaratkan oleh orang yang meminjamkan.
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Pembenaran pengambilan keuntungan dalam akachbahah
sebenarnya karena atas dasar adanya jasa bankaisgiE@ntara
pembelian barang dasupplieratau pemasok kepada nasabah, bukan dari

pinjaman modal dari bank.
5. Tinjauan Terhadap Pembayaran Dengan Uang Muka (Urbun)

Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, ban&t dap
meminta nasabah untuk membayar uang muka atghun saat
menandatangani kesepakatan awal pemesanan baedingaslabah. Uang
muka adalah dana yang disediakan oleh penerima ipgaan sebagai

tanda keseriusan atas pemesanan barang.

Dalam pelaksanaannya, PT. BPRS Asad Alif KPK Drpt€i
Semarang tidak mensyaratkan adanya uang muka daéambiayaan
modal kerja, karena pemberian dana pembiayaarbtédrdiderikan secara
keseluruhan oleh bank dalam pembelian barang. Betlaya jika
diterapkan pada produk pembiayaan konsumtif maupurestasi,
terkadang nasabah menyertakan uang muka dalam pambarang. Jadi

pihak bank hanya membiayai sebagian dari harganbaeaisebut.

Hal ini bukan berarti tidak sesuai dengan PeratuBank
Indonesia No0.7/46/PBI1/2005 pasal 9 ayat (1) hurtédreang pembayaran

dengan uang muka ataubun saat menandatangani kesepakatan awal

riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengambar@ng sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya
karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikeperti penukaran emas dengan emas,
padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dirdaffalam ayat ini adalah riba nasi'ah yang

berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakalp £&aman Jahiliyah.
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pemesanan barang oleh nasalfafetapi dalam pelaksanaannya memang
tidak dilakukan oleh PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. @pSemarang pada

produk pembiayaan modal kerja.
6. Tinjauan Terhadap Penyediaan Agunan

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelanas
pembiayaan dan margin keuntungan tepat pada wakhg \telah
disepakati kedua belah pihak, maka penerima pembémyerjanji dan
dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jamimlan membuat
pengikatan jaminan kepada ba&fikBank dapat meminta nasabah untuk

menyediakan agunan tambahan selain barang yaraydiliank.

Dalam pelaksanaannya, PT. BPRS Asad Alif KPK Drpt€i
Semarang mengharuskan adanya jaminan dari pinjayaaug telah
diberikan oleh bank kepada nasabah. Dalam produkiggaan modal
kerja, barang yang dibiayai oleh bank tidak menpadang jaminan. Tapi
yang dibuat jaminan adalah agunan yang disertakaim masabah pada
awal perjanjian. Hal ini hampir sesuai dengan Reaat Bank Indonesia
No.7/46/PBI/2005 pasal 9 ayat (1) huruf f tentarenyediaan agunan

tambahan selain barang yang dibiayai b¥nk.

®2 peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasgi® (1) huruf e.
63 Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Pandii@knis

Pembuatan Akad /Perjanjian Pembiayaan Pada Banki&ya (Yogyakarta: Ull Press, 2009),
him. 157-158.

%4 peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasai® (1) huruf f.
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7. Tinjauan Terhadap K esepakatan Pemberian Margin

Di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang, keslegtan
margin harus ditentukan satu kali pada awal akaah tidak berubah
selama periode akad. Dalam pelaksanaannya, pilvdkrbanegosiasikan
tentang margin keuntungan kepada nasabah. Setedambinmtersebut
disepakati bersama, pihak bank tidak boleh meruli@ln mengganti
margin selama periode akad. Hal ini sesuai dengamtitan Bank
Indonesia No.7/46/PBI1/2005 pasal 9 ayat (1) hurtédrdang kesepakatan
margin yang harus ditentukan satu kali pada awadl alan tidak berubah

selama periode akad.
8. Tinjauan Terhadap Angsuran Pembiayaan

Dalam pelaksanaannya di PT. BPRS Asad Alif KPK Oipto
Semarang, Setelah nasabah menerima pencairan pamnikewajiban
dari nasabah selanjutnya adalah membayar angswabigyaan tiap
bulannya sesuai dengan jadwal angsuran dan lunkessaat jatuh tempo.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia/B&FBI/2005 pasal 9
ayat (1) huruf h tentang angsuran pembiayaan sefmmade akad yang

harus dilakukan secara proporsioffal.

%5 peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasai® (1) huruf g.
%8 peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasai® (1) huruf h.



68

Pembayaran angsuran dapat dilakukan secara otoufetigan
mendebet rekening penerima pembiayaan di bank reatai bulan sejak

tanggal pencairan pembiaya#n.

67 Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Pandii@knis
Pembuatan Akad /Perjanjian Pembiayaan Pada Banki&ya (Yogyakarta: Ull Press, 2009),
him.154.
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